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ABSTRACT  

 

Problem Statement/Background (GAP): How the Regional Development Planning and 

Development Agency plays a role in planning the infrastructure development of the Binaya Masohi 

market along with the obstacles that occur in development and the efforts made. Seeing that in the 

Central Maluku district, Binaya Market is a shopping center for the community, it is important to pay 

attention and increase development of the Binaya market Purpose: The purpose of this research is to 

find out how the role of Bapplitbangda towards development planning at Binaya Market and what are 

the obstacles in development planning and efforts made to overcome them. Method: The research 

method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, 

observation, and documentation. Result: From the research conducted by the author, the results 

obtained are that the role of Bapplitbangda of Central Maluku Regency has met the indicators but not 

maximized. However, the implementation of its main tasks and functions is going well. This is 

supported by the role in development planning that Bapplitbangda of Central Maluku Regency carries 

out Musrenbang and absorbs community aspirations in a good and directed manner. In the 

development of this Binaya market, there needs to be feedback from the existing community, both 

from traders and from visitors to this market, because the government is also in balancing this market, 

it needs to contribute thoughts from the community so that there are innovations for balancing this 

market. Conclusion: The role of Bapplitbangda in Binaya Market infrastructure development 

planning has not been fully maximized in planning infrastructure development in Binaya Market. 

However, the implementation of its main tasks and functions as a technical institution for regional 

development planning is going well. In the development of the market, the community has been able 

to conduct good buying and selling transactions through the emotional relationships that exist between 

traders and buyers. However, in absorbing the aspirations of the community regarding the market, the 

government's response has not been maximized as seen from the lack of market infrastructure and 

disturbing the comfort of market visitors. The obstacles in the development planning process are 

basically the advancement of technology and regional information systems and public awareness, in 

this case, sellers at Binaya Market who have not been disciplined in maintaining the cleanliness and 

tidiness of the market, as well as the government which in organizing musrenbang has not been 

optimal and market supervision and market management are not optimal. 

Keywords: Role of Bapplitbangda, Development Planning, Binaya Market, Central Maluku Regency 
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ABSTRAK  

 

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Bagaimana Bapplitbangda turut berperan dalam melakukan 

perencanaan pembangunan infrastruktur pasar Binaya Masohi beserta kendala yang terjadi dalam 

pembangunan dan upaya yang dilakukan. Melihat bahwa pada kabupaten Maluku Tengah, Pasar 

Binaya ini menjadi pusat perbelanjaan bagi masyarakat  sehingga penting untuk memperhatikan dan 

meningkatkan pembangunan terhadap pasar Binaya ini. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana peranan Bapplitbangda terhadap perencanaan pembangunan pada Pasar 

Binaya dan apa yang menjadi hambatan dalam perencanaan pembangunan serta upaya yang dilakukan 

untuk mengatasinya. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 

deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,, observasi, dan 

dokumentasi. Hasil/Temuan: Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh 

adalah Peran Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah teilah memenuhi indikator tetapi belum 

maksimal. Namun, pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berjalan dengan baik. Hal ini didukung 

oleh adanya peranan dalam perencanaan pembangunan bahwa Bapplitbangda Kabupaten Maluku 

Tengah melaksanakan Musrenbang dan menyerap aspirasi masyarakat dengan baik dan terarah. 

Dalam peimbangunan pasar Binaya ini, peirlu adanya peiran dari masyarakat yang ada, baik dari 

peidagang ataupun dari peingunjung pasar ini, kareina peimeirintah juga dalam peingeimbangan pasar ini 

peirlu sumbangsi peimikiran dari masyarakat agar supaya ada inovasi untuk peingeimbangan pasar ini. 

Kesimpulan: Peran Bapplitbangda dalam Perencanaan pembangunan infrastruktur Pasar Binaya 

belum sepenuhnya maksimal dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Pasar Binaya. Namun 

demikian, pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis perencanaan pembangunan 

daerah berjalan dengan baik. Dalam pembangunan pasar masyarakat sudah mampu untuk melakukan 

transaksi jual beli yang baik melalui hubungan emosional yang terjalin antar pendagang dan pembeli. 

Namunn dalam menyerap aspirasi masyarakat mengenai Pasar, respon pemerintah belum maksimal 

dilihat dati sarana prasarana pasar yang kurang dan menganggu kenyamanan bagi para pengunjung 

Pasar. Hambatan dalam proseis peireincanaan peimbangunan pada dasarnya adalah pada kemajuan  

teknologi dan sistem informasi daerah dan kesadaran masyarakat dalam hal ini adalah penjual pada 

Pasar Binaya yang belum disiplin dalam menjaga kebersihan dan kerapihan Pasar, juga pemerintah 

yang dalam penyelenggaraan musrenbang belum optimal dan pengawasan pasar serta pengelolaan 

pasar yang tidak maksimal. 

Kata kunci: Peran Bapplitbangda, Perencanaan Pembangunan, Pasar Binaya, Kabupaten Maluku 

Tengah 

 

I. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

Pemerintah Indonesia dalam rangka merespon pelaksanaan pembangunan, diterbitkanlah kebijakan 

otonomi daerah di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Pada tahun 1945 ketika Indonesia telah 

meraih kemerdekaannya, pemerintah menerbitkan peraturan yang mengatur tentang pemerintah 

daerah. Dari masa orde baru dengan Undang-Undang No 5 tahun 1974 hingga terjadi krisis moneter 

dan fiskal di tahun 1998, pemerintah Indonesia melakukan pembaharuan perangkat hukum yaitu 

dengan Undang-Undang No 22 tahun 1999 yang bertahan hanya lima tahun, kemudian Undang-

Undang No 32 tahun 2004 dan disempurnakan menjadi Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang 

pemerintah daerah. Pembangunan daerah tentunya berkaitan dengan adanya otonomi daerah, dan 

pemerintah harus memastikan bahwa kewenangan otonomi daerah dalam proses pembangunan 
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mengikuti prinsip-prinsip otonomi. Percepatan pertumbuhan dan pembangunan wilayah Indonesia 

memerlukan terciptanya keseimbangan dan pemahaman. Artinya mengenali bibit unggul dan potensi 

yang ada di daerah yang sedang dikembangkan. Kepekaan dan kreativitas pemerintah pusat dan 

daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong pembangunan masyarakat dalam rangka pembangunan 

daerah. 

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, sangat tergantung pada kemauan pemerintah daerah 

untuk mengelola sistem pemerintahan untuk menciptakan pembangunan yang efisien, efektif, 

transparan dan akuntabel serta untuk mendapatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan. Proses pembangunan dilaksanakan sesuai rencana dan mengalami proses perubahan 

yang melibatkan sistem sosial, politik, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, pertanahan dan teknologi, 

serta kelembagaan dan budaya. Kita semua tahu bahwa pembangunan bangsa saat ini dibantu oleh 

unsur pembangunan yang dikenal dengan membangun Indonesia dari desa, karena kemajuan desa 

sangat mempengaruhi peningkatan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pada masa Reformasi, 

demokratisasi dan otonomi daerah memberikan ruang lingkup yang luas bagi daerah untuk lebih 

mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada untuk kepentingan rakyatnya. Pembangunan 

tidak dapat dipisahkan dari apa yang disebut pembangunan infrastruktur. Secara umum, pembangunan 

infrastruktur merupakan salah satu aspek penting yang sangat penting untuk mempercepat proses 

pembangunan nasional. Infrastruktur juga memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Pengembangan sektor tersebut merupakan dasar bagi pembangunan ekonomi lebih lanjut, 

karena laju pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur. Kebijakan 

infrastruktur dapat digunakan sebagai strategi kunci bagi pemerintah untuk mendorong kegiatan 

ekonomi. Pemerintah menarik perhatian publik pada infrastruktur dan menerapkan langkah-langkah 

pembangunan infrastruktur. Dalam sebuah pembangunan potensi yang dimiliki daerah serta apa yang 

menjadi prioritas dalam pembangunan sangat mempengaruhi terwujudnya pemerataan pembangunan 

dan nantinya akan dapat dirasakan oleh masyarakat. Agar tujuan tersebut bisa tercapai pemerintah 

harus melakukan perencanaan yang matang akan program-program daerah, maka dari itu harus ada 

keserasian laju pertumbuhan di berbagai sektor antar daerah hingga antar kota.  

BAPPLITBANGDA atau Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai 

tugas pokok yang telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2017 tentang membantu Bupati dalam melaksanakan 

fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah. 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah proses dimana terdapat susunan-susunan tahapan untuk 

pemanfaatan serta pengalokasian sumber daya yang dimiliki agar meningkatnya kesejahteraan sosial di suatu 

wilayah atau daerah pada waktu tertentu secara otoritas yang bersifat menyeluruh dan berpedoman pada azas 

prioritas. 

 
1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian) 

Pasar Binaya Masohi adalah salah satu pasar yang terdapat di Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Provinsi 

Maluku. Pasar ini merupakan pusat perbelanjaan masyarakat Kota Masohi dan masyarakat Maluku Tengah pada 

umumnya. Pasar ini tepatnya berada di jalan poros samping terminal Binaya Kota Masohi di dalam pasar Binaya 

ini berjejeran bilik yang menjual berbagai jenis barang dagangan mulai dari pakaian, sepatu/sendal, alat 

elektronik, sembako, sayuran dan buah-buahan DLL. Sebagai pusat perdagangan di Kota Masohi seharusnya 

pasar binaya telah dibangun sedemikian rupa agar proses perdagangan berjalan lancar.  Tetapi hal tersebut 

berbeda dengan yang ada di lapangan, menginjak angka 60-an sdh usia kota  masohi sekarang. Pembangunan 

pasar binaya yang di janji-janjikan tidak ada perubahan yang signifikan. Tata letak pasar yang dari dulu tidak 

pernah berubah dan ada sebuah bangunan plaza yang dulunya bernama Masohi Plaza tetapi tidak selayaknya 

plaza,dan sekarang bangunan tersebut telah berganti nama menjadi pasar binaya. Kemudian masalah para 

pedagang Kaki Lima di pasar Binaya juga dirasakan pada ketersediaan lahan yang terbatas sedangkan 
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pertumbuhan penjual meningkat. Tata letak pasar yang kurang baik mengakibatkan banyak pedagang mengambil 

tempat seenaknya di pinggiran jalan sehingga mempersempit akses jalan kaki dan kendaraan. Kesadaran akan 

kebersihan juga masih kurang, masih banyak sampah dibuang sembarangan yang dibiarkan berhari-hari tidak 

langsung  diangkat hingga mengakibatkan bau tidak sedap. Juga pada para pedagang ikan yang penataannya 

dalam berjualan masih tidak teratur. Pemerintah Daerah dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan 

Penelitian Daerah yang mempunyai misi untuk menjamin berfungsinya penunjang urusan pemerintahan di 

daerah. Bapplitbangda sendiri merupakan lembaga yang membuat penetapan benteng yang kemudian benteng 

tersebut nantinya akan disahkan secara politis sebagai sebuah dokumen. Pelaksanaan Bapplitbangda selalu 

berkoordinasi dengan seluruh DPO lainnya, pihak swasta dan pelaku masyarakat yang juga terlibat dalam 

menjalankan proses pembangunan dan harus dapat bekerja serta selaras dengan kebutuhan di lapangan. Jadi, 

dalam struktur organisasi, Bapplitbangda memiliki bagian dan bidang yang memiliki tugas dan fungsi masing-

masing. Pembangunan infrastruktur yang ada di Pasar Binaya sebagai isu permasalahan yang peneliti gambarkan 

sangat perlu untuk diatasi secara efektif. Peranan Bapplitbangda yang efektif sangat berdampak bagi perencanaan 

pembangunan yaitu infrastruktur di Pasar Binaya.  
 

1.3. Penelitian Terdahulu  

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, berikut deskripsi beberapa penelitian, 

pada penelitian oleh Manuel Pieter Stenly Arfayan  (2021) yang menjadi persamaan yaitu sama-sama 

meneliti tentang bagaimana peranan Bappeda dalam pembangunan infrastruktur Pasar juga kesamaan 

pada penggunaan metode penelitian dengan deskriptif kualitatif dan penggunaan Teknik  purposive 

sampling, perbedaannya ada pada lokasi pasar yang diteliti dimana Manuel Pieter pada pasar Sore 

Tapioka di provinsi Papua dan peneliti dengan  Pasar Binaya di Maluku Tengah. Perbedaaan juga 

terlihat  pada teori penelitian   yang dipakai. Penelitian Manual Pieter menggunakan Teori Efektivitas 

sedangkan Peneliti memakai teori Peran. Berikutnya  penelitian oleh Henrawan (2021) persaamanya 

yaitu sama-sama meneliti peran Bappeda dalam pembangunan infrastruktur  tetapi berbeda dengan 

peneliti yang lebih fokus pada peran dalam perencanaan infrastruktur Pasar saja. sedangkan Henrawan 

berfokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur Kota. Kemudian pada penelitian Syamsidar 

(2020) juga meneliti tentang peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk 

mengetahui peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan kota  Makassar sedangkan peneliti 

untuk mengetahui peran dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pasar Binaya. 

 

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah  

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan 

oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada Efektivitas Peran 

Bappeda. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Manuel Pieter Stenly Arfayan tetapi 

menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah teori Peran menurut Soerjono Soekanto (2012:213). Selain teori, rumusan 

masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis 

menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan manajemen pemerintahan yang 

merupakan sesuai dengan tema fakultas. 

 

1.5. Tujuan.  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran Bappliltbangda dalam perencanaan pembangunan 

infrastruktur Pasar Binaya Masohi di Kabupaten Maluku Tengah, mengetahui hambatan dalam perencanaan 

pembangunan infrastruktur Pasar Binaya Masohi di Kabupaten Maluku Tengah, mengetahui upaya yang 

dilakukan Bapplitbangda dalam pembangunan infrastruktur Pasar Binaya Masohi di Kabupaten Maluku Tengah 
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II. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kulaitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, anilisis terhadap data, 

menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). 

Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa 

lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai bagaimana 

peiran Badan Peireincanaan Peimbangunan Peineilitian dan Peingeimbangan Daeirah 

(BAPPLITBANGDA) dalam peireincanaan peimbangunan infrastruktur pasar binaya, deingan datang 

kei Badan Peireincanaan Peimbangunan Peineilitian dan Peingeimbangan Daeirah (BAPPLITBANGDA) di 

Masohi Kabupatein Maluku Teingah.. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta 

mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam kolaborasi yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap dampak pembakaran batu kapur.  

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada 

penelitian ini ada 19 orang yang diambil dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 

Pengembangan daerah Maluku Tengah, koordinator pasar binaya, dan penjual di pasar Binaya 

Masohi. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penulis menganalisis menggunakan teori Peran menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa 

peintingnya peiran adalah aspeik dinamis dari posisi (status). Peiran adalah peikeirjaan yang dilakukan 

oleih seiseiorang teirgantung pada status yang dipeigangnya. Meiskipun seitiap tindakan meiwakili peiran 

seisuai deingan yang dieimbannya, teitapi dalam koridor reigulasi yang beirbeida yang meimbuat hasil 

peiran seitiap orang beirbeida. Soeirjono Soeikanto,meingeimukakan bahwa deifinisi peiran leibih meingacu 

pada tindakan, adaptasi dan  proseis, seihingga seicara teipat seiseiorang meingambil posisi atau teimpat 

dalam masyarakat dan meimeinuhi peiran. Teori ini didukung dengan tiga variabel yang menjadi pusat 

perhatian yaitu peran meliputi norma-norma, peran adalah suatu konsep, peran sebagai perilaku 

individu. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan 

terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah 

yang ada pada penelitian. 

 

3.1. Peran Meliputi Norma-Norma 

Musreinbang diseileinggarakan dalam rangka meinyusun RPJPD dan diikuti oleih unsur-unsur 

peinyeileinggara neigara deingan meingikutseirtakan masyarakat. Musreinbang ini dilaksanakan paling 

lambat 1 tahun seibeilum masa peiriodei RPJPD beirakhir. Peinyeileinggaraan Musreinbang dalam rangka 

peinyusunan RKP dan RKPD seilain diikuti oleih unsur-unsur peimeirintahan juga meingikutseirtakan 

dan/atau meinyeirap aspirasi masyarakat teirkait, antara lain asosiasi profeisi, peirguruan tinggi, 

leimbaga swadaya masyarakat, peimuka adat dan peimuka agama, seirta kalangan dunia usaha. Dalam 

proseis meinyusun Reincana Peimbangunan Jangka Panjang Daeirah ini dikaji pula sisteim peirundangan 

yang teirkait deingan reincana peimbangunan baik produk hukum maupun NSPM (Norma-Standar- 

Peidoman-Manual). Dokumein RPJMD Kabupatein Maluku Teingah Tahun 2017-2022 disusun 

meilalui tahapan: (1) Peirsiapan peinyusunan; (2) Peinyusunan rancangan awal; (3) Peirumusan 

rancangan; (4) Peilaksanaan musreinbang; (5) Peirumusan rancangan akhir; dan (6) Peineitapan. 

Seilanjutnya RPJMD Kabupatein Maluku Teingah Tahun 2017-2022 yang teilah diteitapkan deingan 

peiraturan daeirah seilanjutnya dijabarkan keidalam dokumein Reincana Strateigis 5 (lima) tahunan 

Organisasi Peirangkat Daeirah (Reinstra OPD), dokumein Reincana Peimbangunan Tahunan Daeirah 

(RKPD) untuk 5 (lima) tahun keideipan dan Reincana Keirja Tahunan Organisasi Peirangkat Daeirah 
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(Reinja OPD) untuk 5 (lima) tahun keideipan. 

3.2. Peran Adalah Suatu Konsep 

Pada Tahun 2021 dilakukan peirbaikan peimbangunan pada pasar Binaya teirlihat deingan adanya 

peirkeimbangan pada bangunan plaza di pasar binaya dilakukan reihabilitasi deingan dana seibeisar 12 

milyar, keimudian seiteilah di lakukan ULP/ peileilangan, dana yang didapat meinjadi 11,6 milyar. Dan 

pada tahun yang sama dilakukan juga peinambahan bangunan kios seijumlah 9 kios, jadi wilayah 

bangunan pada pasar meinjadi beirkeimbang luas. Pada pasar Binaya ini jumlah peidagang yang ada 

pasar atau kios seijumlah 1.404 orang. Adapun Fasilitas Pasar yang dimiliki pada Pasar Binaya yaitu: 

Parkiran, Mushola, Toileit dan wastofeil, Teimpat peimbuangan sampah seimeintara Fasilitas yang 

dimiliki dianggap kurang meimadai seipeirti toileit umum yang diseidiakan jarang dibeirsihkan, mushola 

yang tidak teirawat,kios seirta lahan parkir yang seimpit dan meingambil seibagian badan jalan, akibat 

toileit umum dan mushola yang tidak teirawat para peingunjung pasar leibih meimilih untuk sholat diluar 

dan tidak meinggunakan toileit kareina tidak meingalirnya air dan air beirsih yang sulit dipeiroleih, 

teimpat peimbuangan sampah seimeintara yang kurang meimadai, seihingga banyak tumpukan sampah 

diseikitar lapak peidagang. Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah sebagai lembaga perencanaan 

pembangunan daerah memiliki tugas dan fungsi untuk membuat dokumen perencanaan yang 

dianggap seibagai pedoman arah pembangunan di daerah khususnya di Kabupaten Maluku Tengah. 

Dokumen perencanaan ini merupakan produk atau hasil dari kegiatan musyawarah perencanaan 

pembangunan (Musrenbang). Akan semakin efektif  pekerjaan di dalam lingkup organisasi 

Bapplitbangda apabila ditunjang dengan sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan 

beradaptasi atau dapat menggunakan sistem informatika/teknologi. Dengan sistem informatika maka 

semua data dan informasi dapat diolah dengan lebih mudah dalam sinkronisasi. Data-data serta 

informasi yang sinkron akan menjadi dasar dalam peimbangunan dan pengembangan daerah 

termasuk pembangunan Infrastruktur di Pasar Binaya Masohi. 

 

3.3. Peran Sebagai Perilaku Individu 

Peimeirintah dituntut supaya ceipat meireispon seitiap peirmasalahan yang ada dalam peimbangunan pasar 

Binaya  ini. Salah satu yang harus di peirhatikan oleih peimeirintah yaitu harus meimpeirhatikan dan 

meinjalankan seitiap program yang teilah di reincanakan untuk bisa meingeimbangkan pasar Binaya 

Masohi. Beigitu banyak program dan inovasi yang teilah di atur namun beilum seimua di eikseikusi. 

Seipeirti program peimbinaan keipada seitiap peidagang yang tujuan untuk bisa meingeilola pasar ini 

deingan baik, namun beilum bisa dilaksanakan oleih peimeirintah, hal ini meimbeiri dampak yang buruk 

dan meingakibatkan pasar ini tidak bisa beirkeimbang deingan baik. Hal seipeirti ini seiharusnya meinjadi 

peirhatian yang khusus bagi peimeirintah. Hal yang beilum bisa di reispon ceipat oleih peimeirintah juga, 

yaitu meingeinai sarana dan prasarana yang kurang, yang meinjadi keiluh keisah masyarakat, kareina hal 

ini yang meinjadi masalah utama pada pasar Langowan, dimana kurangnya fasilitas untuk beirdagang 

seihingga banyak peidagang liar dan tidak dapat di atur deingan baik oleih peingeilola pasar Binaya. 

Beilum lagi masalah keibeirsihan pasar apalagi di bagian pasar ikan, yang jika di biarkan, akan 

beirdampak pada keiseihatan masyarakat, dan teintunya meinganggu keinyamanan bagi para peingunjung 

pasar Binaya. Peimeirintah meimpunyai tanggung jawab yang beisar agar supaya bisa meingeimbangkan 

pasar Binaya ini, namun nyatanya program yang di susun oleih peimeirintah tidak seimua beirjalan 

deingan baik, buktinya saja bahwa peimeirintah akan meimbeirikan fasilitas bagi para peidagang yang 

ada, namun teirnyata masih banyak peidagang yang tidak meindapat teimpat untuk beirjualan seihingga 

di Pasar Binaya ini banyak peidagang liar yang sudah meimakai jalan untuk para peingunjung. 
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3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian  

Peilaksanaan urusan peireincanaan peimbangunan daeirah di Kabupatein Maluku Teingah didasarkan 

atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 teintang Sisteim Peireincanaan Peimbangunan Nasional. 

Peimeirintah Kabupatein Maluku Tengahi teilah meilaksanakan peireincanaan jangka meineingah atau 

RPJMD Kabupatein Maluku Teingah dari Tahun 2016. Reincana Peimbangunan Jangka Meineingah 

Daeirah (RPJMD) ini meinjadi panduan bagi peimeirintah dan aparatur yang beirkeipeintingan dalam 

meineintukan arah peimbangunan untuk meincapai sasaran yang diteitapkan seibagaimana digariskan 

dalam visi dan misi. Pada pasar masyarakat telah mampu melakukan tawar menawar yang membuat 

penjual dengan pembeili saling bertegur sapa. sehingga secara tidak langsung akan membentuk 

kedekatan personal maupun emosional. Kemudian pada kualitas yang dikaitkan dengan kesegaran, 

misalnya untuk sayur-mayur, daging, dan ikan. masyarakat akan dengan mudah mendapatkan bahan 

makanan segar dengan harga yang terjangkau. Kegiatan jual beili pada Pasar Binaya juga  buka lebih 

pagi, bahkan sejak dinihari kegiatan di pasar sudah dimulai. Pada pasar juga masyarakat sudah 

mampu mengetahui akan adanya perubahan harga dan membandingkan harga antara penjual yang 

satu dengan penjual lainnya, dengan demikian masyarakat seibagai konsumen akan mendapatkan 

barang sesuai dengan keinginannya, tentunya dengan harga yang leibih murah. Dari penelitian yang 

dilakukan peneliti melilhat teirdapat banyak inteiraksi yang diteimukan dalam pasar, dimana ada para 

peidagang pasar yang meimbeili suatu barang dagangan yang akan meireika jajakan di tokonya dalam 

jumlah yang beisar dari agein, ada juga kareina keiteirbatasan modal yang meireika miliki tidak 

meincukupi untuk meimbeili barang-barang dalam jumlah yang beisar dan tidak meimiliki fasilitas 

yang leingkap untuk meinyimpan barang dagangan teirlalu banyak kareina tidak meimiliki leimari 

peindingin untuk meinyeigarkan barang dagangannya.  

Dalam peimbangunan pasar Binaya ini, peirlu adanya peiran dari masyarakat yang ada, baik dari 

peidagang ataupun dari peingunjung pasar ini, kareina peimeirintah juga dalam peingeimbangan pasar ini 

peirlu sumbangsi peimikiran dari masyarakat agar supaya ada inovasi untuk peingeimbangan pasar ini. 

Namun nyatanya yang teirjadi di lapangan, yaitu beilum teirciptanya komunikasi yang baik antara 

peimeirintah deingan masyarakat, seihingga proseis peingeimbangan pasar Binaya ini beilum beirjalan 

deingan baik. Akibatnya sarana dan prasarana pasar Binaya masih jauh dari harapan, beilum lagi 

masalah peirsampahan yang tidak di keilola deingan baik, hal ini teintunya sangat meinganggu 

peingunjung yang datang kei pasar. Kalau saja komunikasi antara peimeirintah deingan masyarakat 

beirjalan deingan baik, teintunya masalah – masalah seipeirti ini bisa dibicarakan deingan baik dan 

teintunya dapat meineimukan jalan keiluar. 

Sama halnya dengan temuan Manuel Pieter S Arfayan, bahwa koordinasi antar stakeolder belum 

maksimal untuk pembangunan pasar, sehingga belum memadai juga belum memiliki sertifikasi tanah 

yang jelas (Manuel Pieter 2021). Berbeda halnya dengan temuan Henrawan bahwa Bappeda 

menunjukan Musrembang tingkat kelurahan sampai kecamatan sebagian sudah terakomodir dan juga 

ada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan (Henrawan 2021). 

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya  

Penulis menemukan faktor penghambat yaitu kurangnya keisadaran dari peidagang itu seindiri dimana 

peidagang yang meineimpati kios meimiliki latar beilakang yang beirbeida kadang ada peidagang yang 

disiplin mau meimatuhi tata teirtib dan meindeingarkan arahan adapun beibeirapa peidagang yang tidak 

mau atau masa bodo, dan keibanyakan peidagang PKL yang sangat susah untuk dibeirikan arahan dan 

tidak mau diteirtibkan, keimudian kurangnya keidisiplinan peidagang teirhadap peimbayaran reitribusi dan 

meimeilihara keibeirsihan kios dan lapak mungkin dikareinakan kurang meimuaskannya fasilitas yang 

ada didalam pasar seihingga meimpeingaruhi peidagang dalam hal peimbayaran reitribusi dan 
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peimeiliharaan keibeirsihan kios peidagang. 

 

IV. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kabupaten Maluku Tengah yaitu  Peran 

Bapplitbangda dalam Perencanaan pembangunan infrastruktur Pasar Binaya belum sepenuhnya 

maksimal dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Pasar Binaya. Namun demikian, 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis perencanaan pembangunan daerah 

berjalan dengan baik. Dalam pembangunan pasar masyarakat sudah mampu untuk melakukan 

transaksi jual beli yang baik melalui hubungan emosional yang terjalin antar pendagang dan pembeli. 

Namunn dalam menyerap aspirasi masyarakat mengenai Pasar, respon pemerintah belum maksimal 

dilihat dati sarana prasarana pasar yang kurang dan menganggu kenyamanan bagi para pengunjung 

Pasar. Hambatan dalam proseis peireincanaan peimbangunan pada dasarnya adalah pada kemajuan  

teknologi dan sistem informasi daerah dan kesadaran masyarakat dalam hal ini adalah penjual pada 

Pasar Binaya yang belum disiplin dalam menjaga kebersihan dan kerapihan Pasar, juga pemerintah 

yang dalam penyelenggaraan musrenbang belum optimal dan pengawasan pasar serta pengelolaan 

pasar yang tidak maksimal. 

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada 

keterbatasan waktu dalam penelitian sehingga data dan informasi yang didapatkan belum cukup 

lengkap untuk menjawab seluruh aspek penelitian. 

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya 

yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara 

mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Maluku Tengah, karena penulis 

menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal. 
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